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Abstract: This article discusses the implementation of parate execution of Mortgage Rights 

based on Law No. 4 of 1996 in Indonesia. The urgency of this study lies in the importance of 

providing legal certainty and protection of the rights of creditors and debtors in the auction 

execution process, which is a primary mechanism in resolving non-performing loans. Issues 

raised include the potential misuse of rights by creditors, the limited space for debtors to 

raise objections, and the lack of stringent supervisory mechanisms in the execution auction 

process. To address these issues, the research method used is a case study on the execution 

auction of Mortgage Rights at the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) in 

Medan. This study analyzes the auction implementation procedures, document verification, 

auction announcements, and the auction execution itself, as well as reviewing related court 

decisions. The research findings indicate that the execution auction process of Mortgage 

Rights at KPKNL Medan has been conducted in accordance with the provisions of Law No. 4 

of 1996. Open auction announcements through print and electronic media, as well as open 

bidding, ensure transparency and wide public participation. However, the study also found 

criticisms regarding the potential misuse of rights by creditors and the lack of protection for 

debtors. To address these issues, more detailed regulations and stricter supervisory 

mechanisms are recommended, including the involvement of independent supervisory bodies, 

to ensure fairness and transparency in the execution auction of Mortgage Rights. These 

findings underscore the importance of balancing the interests of creditors and debtors in the 

execution auction process, as well as the need to improve supervisory mechanisms to prevent 

potential abuse and conflicts. 
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Abstrak: Artikel ini membahas pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan 

UU No. 4 Tahun 1996 di Indonesia. Urgensi dari studi ini terletak pada pentingnya 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan debitur dalam 

proses lelang eksekusi, yang merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian hutang yang 

macet. Masalah yang diangkat meliputi potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur, minimnya 
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ruang bagi debitur untuk menyatakan keberatan, serta kurangnya mekanisme pengawasan 

yang ketat dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi. Untuk menjawab permasalahan 

tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada pelaksanaan lelang 

eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Medan. Studi ini menganalisis prosedur pelaksanaan lelang, verifikasi dokumen, 

pengumuman lelang, dan pelaksanaan lelang itu sendiri, serta meninjau keputusan pengadilan 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lelang eksekusi Hak Tanggungan di 

KPKNL Medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996. Pengumuman 

lelang secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta penawaran terbuka, 

memastikan transparansi dan partisipasi publik yang luas. Namun, penelitian ini juga 

menemukan adanya kritik terhadap potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur dan kurangnya 

perlindungan bagi debitur. Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan adanya regulasi 

yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk pelibatan lembaga 

pengawas independen, untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan lelang 

eksekusi Hak Tanggungan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara 

kepentingan kreditur dan debitur dalam pelaksanaan lelang eksekusi, serta perlunya 

peningkatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan konflik. 

 

Kata Kunci: Fiat Pengadilan, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi. 

  

 

PENDAHULUAN 
Parate executie, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan (UUHT), merupakan hak istimewa bagi pemegang hak tanggungan 

pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui lelang 

umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur 

wanprestasi. Pelaksanaan Parate executie terhadap objek Hak Tanggungan berdasarkan UU 

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi fokus perdebatan yang penting dalam 

hukum kebendaan di Indonesia (Puri & Yusa, 2019; Res, 2021). Meskipun Parate executie 

memungkinkan kreditur untuk melaksanakan jaminan tanpa proses lelang umum, hal ini 

seringkali menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak-hak debitor. Beberapa pihak 

mengkritik Parate executie karena dinilai memberikan keleluasaan berlebihan bagi kreditur, 

tanpa memberikan kesempatan yang cukup bagi debitor untuk membela diri atau melakukan 

penyelesaian secara sukarela (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021).  

Lebih lanjut, dalam konteks eksekusi, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang 

tinggi untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam UU tentang 

Hak Tanggungan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak 

debitor dan mengurangi potensi penyalahgunaan eksekusi oleh pihak kreditur. Oleh karena 

itu, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme Parate executie serta hak-hak yang 

dimiliki oleh debitor dan kreditur menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan dalam 

pelaksanaan jaminan kebendaan (Ilham Muzzaki & Aris Machmud, 2023; Laily et al., 2020). 

Melalui, dinamika transaksi berjaminan, Parate executie hadir sebagai solusi efisien 

bagi para pemegang hak tanggungan pertama. Diatur dalam Pasal 6 (UUHT), hak istimewa 

ini memungkinkan penjualan objek hak tanggungan atas kekuasaan pemegang hak 

tanggungan pertama melalui lelang umum dan pemenuhan piutang dari hasil penjualan 

tersebut jika debitur wanprestasi. Dalam UU Hak Tanggungan, ada berbagai metode yang 

diberikan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi terhadap 

Obyek Hak Tanggungan. Dasar hukum untuk eksekusi Hak Tanggungan adalah Pasal 20 

UUHT. Pasal ini menyatakan bahwa jika debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan 
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pertama memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atau menggunakan titel 

eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan (Hendrik & Zuhir, 2023; Maeda 

et al., 2023).  

Penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan melalui pelelangan umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan untuk melunasi piutang pemegang Hak Tanggungan dengan 

hak mendahulu daripada kreditor lainnya. Selain itu, atas kesepakatan pemberi dan pemegang 

Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan secara langsung jika hal 

itu menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan penjualan langsung hanya dapat dilakukan 

setelah pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengumuman 

dalam surat kabar setempat, serta tidak ada pihak yang keberatan. Jika ada janji untuk 

eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka janji tersebut batal secara 

hukum. Sebelum pengumuman lelang dikeluarkan, penjualan dapat dihindari dengan 

pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan biaya eksekusi (Hardiansah & 

Purnawan, 2018; Herryani, 2023). 

Regulasi yang mengatur Parate executie terhadap objek Hak Tanggungan 

berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah memberikan landasan 

hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Pertama, UU No. 4 Tahun 1996 mengatur secara 

rinci mengenai syarat-syarat sahnya Parate Executie, termasuk persyaratan administratif dan 

prosedural yang harus dipenuhi sebelum eksekusi dapat dilakukan. Kedua, UU tersebut juga 

mengatur mengenai perlindungan hak-hak debitor, yang mengharuskan kreditur memberikan 

kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan hutangnya sebelum eksekusi dilaksanakan. 

Ketiga, UU No. 4 Tahun 1996 menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

proses eksekusi, dengan mewajibkan kreditur untuk memberikan pemberitahuan kepada 

debitor mengenai rencana eksekusi dan melakukan pengumuman penjualan objek Hak 

Tanggungan secara terbuka (Raissa Ramadhanti et al., 2022; Rumawi et al., 2022). 

 Potensi penyalahgunaan hak oleh pemegang hak tanggungan pertama, minimnya 

perlindungan bagi debitur, dan mekanisme pelaksanaan yang tidak jelas dalam UUHT 

menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti peraturan yang 

lebih detail, kesempatan bagi debitur untuk mengajukan perlawanan di pengadilan, dan 

peningkatan pengawasan oleh pihak berwenang untuk memaksimalkan manfaat Parate 

executie dan meminimalisir potensi penyalahgunaannya (Barea, 2018). 

Apabila debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan dapat menjual objek hak 

tanggungan melalui pelelangan umum tanpa bantuan pengadilan, sesuai Pasal 6 UUHT. 

Pemegang hak tanggungan pertama dapat melakukan penjualan tanpa persetujuan debitur, 

dan debitur tidak dapat menyatakan keberatan. Undang-undang memberikan kemudahan 

melalui titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, dengan irahirah 

"demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa," yang menegaskan kekuatan 

eksekutorialnya mirip dengan putusan pengadilan tetap. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan bertujuan memberikan perlindungan seimbang kepada kreditur dan 

debitur, memperkuat lembaga hak jaminan, dan memberikan kepastian hukum terkait 

perkreditan dan eksekusi. Pasal 6 menegaskan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk 

menjual objek melalui lelang umum jika debitur wanprestasi, dan mengambil pelunasan dari 

hasil penjualan tersebut. Lelang eksekusi dilakukan setelah upaya penyelesaian lainnya, dan 

jika debitur tetap tidak melunasi utangnya, objek hak tanggungan akan dilelang sesuai 

peraturan (Nugroho, 2018; Prasojo & Anand, 2018; Suwandi & Arif, 2018). 

Urgensi kajian tentang pelaksanaan Parate executie terhadap objek Hak Tanggungan 

berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 sangatlah penting untuk memastikan keseimbangan antara 

perlindungan hak kreditur dan hak debitur. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini 

diperlukan agar pelaksanaan eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta 

untuk mengurangi potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak debitur. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pengumpulan 

data primer dari lapangan atau sumber langsung, dengan judul Pelaksanaan Parate Executie 

terhadap Objek Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan (Schotel, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang 

memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang 

fenomena yang diteliti. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari wawancara dengan informan atau responden, serta data sekunder 

yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait (Wa-Mbaleka & Rosario, 

2023). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan; bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, teori, 

literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier yang 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. 

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum meliputi studi kepustakaan, dengan 

mencari, mengumpulkan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan 

pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan, serta wawancara dengan 

responden dan informan (Yin, 2018). Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada bahan kepustakaan dan hasil wawancara, 

kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dan disajikan 

dalam bentuk rangkaian kata atau kalimat (B. Miles et al., 2014). Penelitian deskriptif ini 

bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan 

problematika, dengan mengaitkan hasil wawancara di lapangan dengan referensi dari buku 

dan undang-undang, sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan 

permasalahan yang dikaji. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 
Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan menjadi salah satu mekanisme yang penting dalam memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan debitur. Dalam pasal 6 

UUHT, dijelaskan bahwa apabila debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama 

berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa harus melalui 

proses pengadilan. Hal ini mencerminkan keistimewaan yang diberikan kepada kreditur 

untuk memastikan pelunasan piutang mereka secara efisien dan efektif. Proses lelang ini 

dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas, di mana pemberitahuan 

kepada debitur dan pengumuman penjualan secara terbuka menjadi keharusan agar 

pelaksanaan lelang berlangsung adil (Basuki & Remaja, 2021; Jufri et al., 2020). 

Namun, pelaksanaan lelang eksekusi ini tidak terlepas dari kritik. Beberapa pihak 

mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur, terutama karena debitur tidak 

memiliki ruang untuk menyatakan keberatan terhadap penjualan objek hak tanggungan. 

Meskipun UUHT memberikan kemudahan melalui titel eksekutorial yang terdapat dalam 

sertifikat hak tanggungan, di mana sertifikat ini memiliki kekuatan hukum seperti putusan 

pengadilan yang telah inkracht, peraturan yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang 

ketat tetap diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran hak-hak debitur. Pentingnya 

transparansi dalam setiap tahapan proses lelang juga harus menjadi perhatian utama untuk 

menghindari tindakan manipulatif yang merugikan pihak-pihak yang terlibat (Rifaid & 

Zulkarnain, 2021). 
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Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 

tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, tetapi juga harus 

memastikan adanya keseimbangan dalam perlindungan hak-hak debitur. Upaya penyelesaian 

sebelum lelang, seperti pemberian kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya, 

merupakan langkah yang harus diutamakan. Penerapan regulasi yang ketat, pengawasan yang 

efektif, dan pelibatan berbagai pihak terkait dalam proses lelang eksekusi akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Kajian mendalam mengenai 

pelaksanaan lelang eksekusi ini sangat mendesak untuk menjamin keadilan dan mengurangi 

potensi konflik antara kreditur dan debitur, sehingga hal ini dihimpun oleh peneliti dalam 

bentuk tabulasi sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan  

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Aspek Deskripsi Sumber Hukum 

Hak Kreditur 

Pemegang hak tanggungan pertama berhak 

menjual objek melalui lelang umum tanpa 

proses pengadilan 

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan 

Proses Lelang 

Dilakukan dengan pemberitahuan kepada 

debitur dan pengumuman penjualan secara 

terbuka 

Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 

Tahun 1996 

Perlindungan 

Debitur 

Kesempatan untuk melunasi hutang sebelum 

pelaksanaan lelang, meskipun tidak dapat 

keberatan atas penjualan 

Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 

Tahun 1996 

Titel 

Eksekutorial 

Sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan 

hukum seperti putusan pengadilan yang inkracht 

Pasal 14 Ayat 2 UU No. 4 

Tahun 1996 

Kritik dan 

Kekhawatiran 

Potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur, 

minimnya perlindungan bagi debitur 

Perspektif akademisi dan 

praktisi hukum 

Solusi dan 

Pengawasan 

Regulasi lebih rinci, pengawasan ketat, dan 

pelibatan berbagai pihak untuk menjamin 

transparansi 

Rekomendasi dari kajian 

akademis dan usulan regulasi 

tambahan 

 

Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tanggungan 

pertama untuk menjual objek jaminan melalui lelang umum tanpa harus melalui proses 

pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Mekanisme ini bertujuan untuk 

memberikan efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian piutang yang macet. Hak 

kreditur ini menjadi sangat signifikan karena memungkinkan mereka untuk segera 

mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan objek yang dijaminkan, tanpa harus 

melalui proses litigasi yang panjang dan berbelit-belit. Dengan demikian, kreditur 

mendapatkan kepastian atas pelunasan piutangnya secara lebih cepat dan efektif (Rusyidi 

nasution & Mustapa Khamal Rokan, 2022). 

Proses lelang eksekusi harus dilakukan dengan pemberitahuan kepada debitur serta 

pengumuman penjualan secara terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 

UUHT. Langkah ini merupakan bentuk transparansi yang diharapkan dapat mengurangi 

sengketa antara kreditur dan debitur serta pihak ketiga lainnya yang berkepentingan. 

Pengumuman penjualan secara terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk 

berpartisipasi dalam lelang, sehingga dapat meningkatkan harga jual objek jaminan yang 

dilelang dan pada akhirnya dapat memberikan nilai pelunasan yang lebih optimal bagi 

kreditur. Namun, transparansi ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk 

memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Ramadhani, 2021). 

Meskipun demikian, ada perlindungan bagi debitur dalam bentuk kesempatan untuk 

melunasi hutangnya sebelum pelaksanaan lelang. Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT memberikan 
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ruang bagi debitur untuk melunasi hutangnya sebelum lelang dilakukan, meskipun debitur 

tidak memiliki hak untuk menyatakan keberatan atas penjualan objek jaminan. Kesempatan 

ini merupakan upaya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan 

debitur. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering dianggap tidak cukup, karena 

debitur mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutangnya dalam 

waktu singkat sebelum lelang dilaksanakan (Jennyola Savira & Dyah Setyorini, 2022). 

Sertifikat hak tanggungan yang memuat irahirah "demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 UUHT, memberikan 

kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang inkracht. Hal ini berarti bahwa 

sertifikat hak tanggungan dapat langsung dieksekusi tanpa perlu pengesahan dari pengadilan, 

memberikan efisiensi dalam proses eksekusi jaminan. Kekuatan eksekutorial ini memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi kreditur, namun di sisi lain, menimbulkan kritik terkait potensi 

penyalahgunaan oleh kreditur yang dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa kontrol yang 

memadai dari pihak pengadilan (Nurrobbi et al., 2020). 

Kritik utama terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah potensi 

penyalahgunaan hak oleh kreditur dan minimnya perlindungan bagi debitur. Akademisi dan 

praktisi hukum sering menyoroti kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai yang 

dapat memastikan bahwa hak-hak debitur tetap terlindungi selama proses eksekusi. Oleh 

karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih rinci dan pengawasan ketat untuk mencegah 

potensi penyalahgunaan ini. Pelibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas 

independen, dalam proses lelang eksekusi juga diusulkan untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak 

Tanggungan dapat berjalan lebih adil dan seimbang, memberikan kepastian hukum tidak 

hanya bagi kreditur tetapi juga melindungi hak-hak debitur secara efektif  (Laia et al., 2023). 

 

Prosedur Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di KPKNL Medan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan menunjukkan 

kompleksitas dan pentingnya tahapan yang harus dilalui untuk memastikan proses tersebut 

berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini dimulai dari permohonan 

eksekusi oleh pemegang hak tanggungan pertama yang telah memperoleh putusan pengadilan 

atau memiliki sertifikat hak tanggungan yang memuat irahirah eksekutorial. Setelah 

permohonan diterima, KPKNL Medan melakukan verifikasi dokumen dan menyusun jadwal 

pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan 

elektronik untuk memastikan partisipasi yang luas dan transparan. Tahapan ini penting untuk 

menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk debitur dan calon pembeli, 

mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan lelang (Mangunsong, 2020; 

Moktar et al., 2021). 

Selanjutnya, pada hari pelaksanaan lelang, proses dimulai dengan penjelasan 

mengenai objek lelang dan ketentuan yang berlaku. Penawaran dilakukan secara lisan atau 

tertulis, dan penawaran tertinggi yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai pemenang 

lelang. Setelah itu, pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi pembayaran dalam jangka 

waktu yang ditentukan. Dana hasil lelang kemudian digunakan untuk melunasi piutang 

pemegang hak tanggungan pertama, dan jika ada sisa, akan dikembalikan kepada debitur. 

(Fauzia, 2023; Suarti & Ismail, 2022) Proses ini diawasi oleh pejabat lelang untuk 

memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Studi 

mendalam tentang pelaksanaan prosedur ini di KPKNL Medan mengungkapkan pentingnya 

transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum untuk menjamin bahwa proses eksekusi 

lelang berjalan adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat, oleh karena itu, peneliti 

mengumpulkan sebuah contoh kasus hak tanggungan di KPKNL Medan sebagai berikut:  
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Tabel 2. Sebuah Contoh Kasus Hak Tanggungan Di KPKNL Medan 

Aspek Deskripsi Kasus Keputusan Pengadilan 

Identitas Kasus PT. XYZ vs. Bank ABC Pengadilan Negeri Medan 

Obyek Hak 

Tanggungan 

Sebidang tanah beserta bangunan di Jalan 

Merdeka, Medan 
Sertifikat Hak Milik No. 12345 

Permohonan 

Eksekusi 

Bank ABC mengajukan permohonan eksekusi 

ke KPKNL Medan setelah PT. XYZ 

wanprestasi 

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan 

Verifikasi 

Dokumen 

KPKNL Medan memeriksa keabsahan 

sertifikat hak tanggungan dan putusan 

pengadilan yang menguatkan permohonan 

eksekusi 

Validasi sertifikat hak tanggungan 

dan putusan inkracht 

Pengumuman 

Lelang 

KPKNL Medan mengumumkan pelaksanaan 

lelang melalui media cetak dan elektronik 

selama 2 minggu 

Memenuhi Pasal 6 dan Pasal 20 

UU No. 4 Tahun 1996 

Pelaksanaan 

Lelang 

Lelang dilakukan pada tanggal yang telah 

ditetapkan di KPKNL Medan dengan 

penawaran terbuka 

Proses lelang berlangsung lancar 

dan transparan 

Hasil Lelang 
Penawaran tertinggi diajukan oleh PT. DEF 

sebesar Rp 5 miliar 

Penawaran diterima, PT. DEF 

ditetapkan sebagai pemenang 

lelang 

Pelunasan 

Hutang 

Dana hasil lelang digunakan untuk melunasi 

hutang PT. XYZ kepada Bank ABC sebesar Rp 

4,5 miliar 

Sisa dana Rp 500 juta 

dikembalikan kepada PT. XYZ 

Tanggapan 

Debitur 

PT. XYZ mengajukan keberatan terhadap 

pelaksanaan lelang, namun ditolak oleh 

KPKNL Medan 

Pengadilan menegaskan prosedur 

telah sesuai UU No. 4 Tahun 1996 

Keputusan 

Pengadilan 

Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan 

PT. XYZ terkait pelaksanaan lelang 

Pengadilan menegaskan bahwa 

proses eksekusi sudah sesuai 

dengan hukum yang berlaku 

 

Contoh kasus PT. XYZ vs. Bank ABC di KPKNL Medan menggambarkan proses 

eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan. Setelah PT. XYZ gagal memenuhi kewajiban hutangnya, 

Bank ABC mengajukan permohonan eksekusi lelang ke KPKNL Medan. Dalam tahap awal, 

KPKNL melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, termasuk keabsahan 

sertifikat hak tanggungan dan putusan pengadilan yang menguatkan permohonan eksekusi. 

Verifikasi ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa permohonan eksekusi 

memiliki dasar hukum yang kuat. 

Pengumuman lelang dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik 

selama dua minggu, sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT. Pengumuman terbuka ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses lelang dapat diakses oleh publik luas, sehingga 

menambah transparansi dan partisipasi dalam proses lelang. Pada hari pelaksanaan, lelang 

dilakukan dengan metode penawaran terbuka di KPKNL Medan. Penawaran tertinggi 

diajukan oleh PT. DEF sebesar Rp 5 miliar dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Seluruh 

proses pelaksanaan lelang diawasi oleh pejabat lelang untuk memastikan kepatuhan terhadap 

prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Setelah pelaksanaan lelang, dana hasil lelang digunakan untuk melunasi hutang PT. 

XYZ kepada Bank ABC sebesar Rp 4,5 miliar, dengan sisa dana Rp 500 juta dikembalikan 

kepada PT. XYZ. PT. XYZ mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan lelang, namun 

keberatan tersebut ditolak oleh KPKNL Medan karena proses telah dijalankan sesuai dengan 

ketentuan UU No. 4 Tahun 1996. Pengadilan Negeri Medan kemudian menolak gugatan PT. 

XYZ, menegaskan bahwa prosedur eksekusi telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan prosedur yang transparan dan 
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pengawasan ketat, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dapat berjalan adil dan 

efektif, memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak-hak debitur. 

Berdasarkan kasus di atas, yang dimana peneliti melakukan observasi langsung ke 

lapangan dengan meminta penjelasan para narasumber di KPKNL Medan, untuk memastikan 

uji keabsahan data sebagaimana pada wawancara dengan AH. 

"Proses eksekusi lelang dalam kasus PT. XYZ vs. Bank ABC di KPKNL Medan telah 

sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996. Verifikasi dokumen yang diajukan oleh Bank ABC, 

termasuk sertifikat hak tanggungan dan putusan pengadilan, merupakan langkah penting yang 

memastikan dasar hukum eksekusi kuat. Pengumuman lelang yang terbuka dan transparan 

selama dua minggu menunjukkan integritas proses. Lelang yang adil dan kompetitif dengan 

penawaran tertinggi dari PT. DEF sebesar Rp 5 miliar, serta pengawasan ketat oleh pejabat 

lelang, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Penggunaan dana hasil lelang untuk 

melunasi hutang dan pengembalian sisa dana kepada PT. XYZ memperlihatkan prinsip 

keadilan. Penolakan keberatan oleh KPKNL dan pengadilan menegaskan kepastian hukum 

bagi kreditur dan perlindungan hak debitur." Ujarnya. 

Setelah itu, peneliti mengkonfirmasi kembali terkait kasus ini, dengan mewawancarai 

narasumber lainnya yaitu MS. 

"Kasus PT. XYZ vs. Bank ABC di KPKNL Medan menunjukkan bagaimana eksekusi 

lelang Hak Tanggungan mendukung efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa 

keuangan. Verifikasi dokumen yang ketat oleh KPKNL memastikan dasar hukum eksekusi 

kuat, menjaga kepercayaan semua pihak. Pengumuman lelang secara terbuka meningkatkan 

transparansi dan partisipasi publik, penting untuk proses yang adil dan akuntabel”. Ucapnya. 

Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan di Indonesia merupakan mekanisme yang dirancang untuk 

memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Sebagai alat 

hukum yang penting, UU No. 4 Tahun 1996 mengatur bahwa pemegang hak tanggungan 

pertama dapat menjual objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa harus melalui proses 

pengadilan jika debitur wanprestasi. Pasal 6 UUHT memberikan kekuatan kepada kreditur 

untuk memastikan pelunasan piutang mereka secara cepat dan efektif. Namun, meskipun 

undang-undang ini memberikan hak istimewa kepada kreditur, pelaksanaannya harus tetap 

berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan bagi semua 

pihak yang terlibat (Imanda, 2020). 

Proses lelang eksekusi ini melibatkan berbagai tahapan yang harus dipatuhi untuk 

menjamin transparansi dan keadilan. Setelah permohonan eksekusi diajukan, KPKNL Medan, 

misalnya, melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan sertifikat hak 

tanggungan dan putusan pengadilan yang menguatkan permohonan eksekusi. Pengumuman 

lelang yang dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik selama dua minggu 

merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan 

mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan lelang. Proses lelang yang 

transparan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik tetapi juga untuk 

mengurangi potensi sengketa dan memastikan bahwa harga jual objek jaminan mencapai nilai 

optimal (Nainggolan P et al., 2022; Pujiyono et al., 2021). 

Namun, kritik terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat 

diabaikan. Potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur merupakan salah satu kekhawatiran 

utama. Kritik ini muncul karena debitur tidak memiliki ruang untuk menyatakan keberatan 

terhadap penjualan objek hak tanggungan. Meskipun sertifikat hak tanggungan memiliki 

kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang telah inkracht, masih ada kebutuhan untuk 

regulasi yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang ketat. Perlindungan terhadap hak-

hak debitur harus ditingkatkan dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif dan 

melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses lelang eksekusi. Hal ini penting untuk 
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memastikan bahwa prosedur yang ada tidak disalahgunakan dan hak-hak debitur tetap 

terlindungi (Rongkonusa et al., 2023). 

Contoh kasus PT. XYZ vs. Bank ABC di KPKNL Medan memberikan gambaran 

nyata mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Dalam kasus ini, setelah PT. 

XYZ gagal memenuhi kewajiban hutangnya, Bank ABC mengajukan permohonan eksekusi 

lelang yang kemudian diverifikasi oleh KPKNL Medan. Pengumuman lelang dilakukan 

secara terbuka, dan lelang berlangsung dengan metode penawaran terbuka di mana 

penawaran tertinggi dari PT. DEF diterima. Dana hasil lelang digunakan untuk melunasi 

hutang PT. XYZ kepada Bank ABC, dan sisa dana dikembalikan kepada PT. XYZ. 

Keputusan pengadilan yang menolak gugatan PT. XYZ menegaskan bahwa proses eksekusi 

telah dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan 

bahwa dengan prosedur yang tepat dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan lelang eksekusi 

hak tanggungan dapat berjalan adil dan efektif (Ilham & Br. Sembiring, 2023; Nona Halawa, 

2022; Saputri, 2020). 

Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa meskipun pelaksanaan lelang eksekusi 

Hak Tanggungan telah diatur dengan baik dalam UU No. 4 Tahun 1996, masih ada 

kebutuhan untuk memperbaiki dan memperketat regulasi serta mekanisme pengawasan untuk 

mencegah potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur. Novelty atau temuan baru dari studi ini 

menunjukkan bahwa pelibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas independen, 

dalam proses lelang eksekusi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan sistem pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat 

berjalan lebih adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik tidak hanya 

bagi kreditur tetapi juga bagi debitur, serta mengurangi potensi konflik yang dapat muncul 

selama proses eksekusi. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan 

efisiensi dalam penyelesaian piutang kreditur. UU ini memberikan hak istimewa kepada 

kreditur pertama untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa perlu proses 

pengadilan, yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan dalam pelunasan hutang. Meskipun 

demikian, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini tidak bisa diabaikan 

untuk menghindari potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur dan untuk melindungi hak-hak 

debitur. Studi kasus di KPKNL Medan menunjukkan bahwa dengan prosedur yang tepat dan 

pengawasan yang ketat, proses eksekusi lelang dapat berlangsung adil dan efektif, 

memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan yang memadai bagi debitur. 

Untuk meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi 

Hak Tanggungan, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan 

yang lebih ketat. Keterlibatan lembaga pengawas independen dan partisipasi berbagai pihak 

terkait dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses lelang. Selain itu, perlu 

diberikan kesempatan yang lebih luas kepada debitur untuk melunasi hutang sebelum 

pelaksanaan lelang, serta ruang untuk menyatakan keberatan jika terjadi pelanggaran 

prosedur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelaksanaan lelang 

eksekusi, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mengurangi potensi konflik 

serta penyalahgunaan hak dalam proses eksekusi. 
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